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ABSTRACT

This study aims to determine the role of local goweent in monitoring mining activities.
Since the enactment of Law No. 3 of 2020 concerrifigeral and Coal Mining, the
existence of community mining from the aspects ioérsing, supervision, guidance, to
environmental management makes it increasinglycditf for small communities, while the
authority of district/city governments in issuingnimg permits based on Law Number 23 of
2014 concerning Regional Government is divided betwthe government and the regional
government of the province. The aim of the researt¢h find out how far the state is in favor
of the existence of community mining after the megulation changes. The benefit side is in
terms of legal policy in order to strengthen thgaleposition of people's mining. This
research method uses normative methods and th&zedaualitatively with a statutory and
conceptual approach. Then, it analyzed qualitativel

Key words : regional authority, regional government, and mining supervision

PENDAHULUAN
L atar Bealakang

Sejarah Pertambangan di Indonesia telah ada sejdénésia belum merdeka.
Pertama kali dilakukan pada tahun 1871 oleh Peihguasal Belanda bernama Jan Reerink
dengan melakukan eksploitasi minyak secara komdrsllereng Gunung Ciremai Jawa
Barat! Indonesia merupakan negara yang kaya akan baltian ¢g@ambang). Bahan galian

itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan lgawsi, batu bara dan lain-lain. Bahan

! hitps://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perminyakain Indo nesia
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galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaaaradgerisi wewenang untuk mengatur,
mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengudadiaam galian, serta berisi kewajiban
untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk keumak rakyat. Penguasaan oleh
negara diselenggarakan oleh pemerifitah.

Pertambangan merupakan salah satu bidang usatm wafastasi yang diatur dalam
konstitusi Negara yaitu; Pasal 33 ayat (3) Undangamg Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Amanderke-IV yang isi redaksinya
menyebutkan:*“Bumi dan air dan kekayaan alam yari@ibelung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnyakkeman rakyaf. Pasal 1 UUD 1945,
menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negaeduéiesyang berbentuk republik.
Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan addlahtdknya pemerintah Negara Indonesia
sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalirpfa kkmudian pemerintah nasional
tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesetentkan peraturan perundang-
undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (B3P U945 menyatakan bahwa
Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dagune sendiri Urusan Pemerintahan

menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan darildihestonomi yang seluas-luasrya.

Kewenangan pemerintah dalam memberikan izin usabdarRbangan, sudah
seharusnya dibarengi dengan tanggung jawab mulai atmlisa dampak lingkungan,
pengawasan selama berjalannya izin usaha pertirahdnggga revitalisasi terhadap dampak
yang ditimbulkan. Lahirnya Undang-undang Pemeri@mabaerah Nomor 32 tahun 2004
kemudian direvisi Undang-undang Nomor 23 tahun 20fetnpertegas posisi pemerintah
daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan peatagah sebagai kekayaan daerah atau
kekayaan masyarakat yang ada di daerah. Untuk peagasecara umum investasi di sektor
pertambangan pemerintah telah mengeluarkan Undaggng Penanaman Modal Nomor 25
tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pentingnyaapeag investasi pertambangan
karena pertambangan merupakan sumber daya yank tatharukan (non renewable
resources) sudah seharusnya mendapat penggantiersiaya yang terbarukan (renewable

resources) untuk keberlanjutan pembangunan (sabilip development). Undang-undang

2 Salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia, (Jakaegwali Pers, 2012), him. 1

® 4 Sandry Thendry, Desentralisasi Kewenangan DdP@mgaturan Usaha Pertambangan Di Era Otonomi
Daerah, Lex et Societatis , Vol. IV/No. 4/Apr/20bém 45

* Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia. Harmosis@engaturan Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan
Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.Kadwmal lImu Hukum, No. 65,Th. XVII (April, 2015),
him 20
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Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba lahir sebageeksi terhadap Undang-undang Nomor
11 tahun 1967 dengan menghapus penggolongan parbedaambangan dari golongan A,
B, dan C. Dengan demikian sejak pemberlakuan unrdadgng ini tidak ada lagi klasifikasi

dalam penyelenggaraan dan pengelolaan investdahgeangan di Indonesia.

Penerbitan izin pertambangan yang kini menjadi kemgan provinsi dikarenakan
oleh beberapa alasan. Diantaranya, sebagaimana djkatgkan oleh Direktorat Jenderal
(Dirjen) Otonomi Daerah. “Kewenangan yang bersé&blogis akan dialihkan kepada
pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan sebagai sipasi kerusakan alam. Selain itu juga
meminimalisir penyalahgunan pemberian izin ekoloBmsnerbitan izin seringkali diterbitkan
semaunya. Apalagi menjelang pilkada. Penarikan weang ini juga dikarenakan
kemampuan sumber daya manusia (SDM) belum cukuppunimDjohermansyah pernah
menemukan kepala dinas pertambangan hanya sarjgnanh Kepala dinas kehutanan
sarjana agama, sehingga tidak mempunyai kapas{@&sudian penarikan wewenangan
tersebut juga bertujuan untuk memudahkan pengawdesapusat atas pemanfaatan sumber
daya alam. Soalnya, saat ini, hanya ada 34 prodinsidonesia, sedangkan kabupaten/kota

berjumlah sekitar 512, sehingga lebih mudah dalamgontrol®

Keberadaan pemerintah daerah (daerah otonom) dambgannya dengan pemerintah
pusat (atau disebut saja dengan pemerintah) dajesartgkan melalui penjelasan prinsip
demokrasi. Prinsip demokrasi di sini ialah bahwanderasi itu arus diimplementasikan
melalui pemecahan kekuasaan, baik secara vertikalpon horizontal, karena suatu
kekuasaan yang tidak dipencar bukan merupakan &aknayang dapat diterima di negara
demokrasi. Dalam suatu pemecahan kekuasaan indbbr&daan pemerintah daerah atau
daerah otonom itu dapat dipahami, karena ia mearpdiasil dari pemecahan kekuasaan
secara vertikal; sedangkan pemecahan kekuasaama skodzontal melahirkan cabang

kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakufangan mendesentralisasikan

kewenangan-kewenangan yang selama ini tersengiatigangan pemerintahan pusat. Dalam

® Jemmy Sondakh, Bagi Hasil Investasi Sebagai Hasyltakat Adat Pada Wilayah Pertambangan Di Era
Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 23/Nda8uari/2017, him

® Dedis Elvalina, Kewenangan Pemerintah Daerah Rsofialam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembéant®aerah Fakultas Hukum Volume 11l Nomor 2,
Oktober2016, him 3.

" Mahlud MD, Masalah Hubungan antara Pusat dan badedam Pargulatan Polltik dan Hukum di Indonesia,
(Yogyakarta: Gama Media, 1999), him. 185- 186.

1116



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 7 Nomor 3, 2023

proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintabgat glialihkan dari tingkat pusat ke
pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehiaggajud pergeseran kekuasaan dari
pusat ke dareah kabupaten dan kota diseluruh Isdondka dalam kondisi semula arus
kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah Keatipgsat, maka diidealkan bahwa sejak
diterapkan kebijakan otonomi daerah itu, arus dikarkekuasaan akan bergerak sebaliknya
yaitu dari pusat ke daerdBerdasarkan latar belakang yang telah diuraikakandilakukan
penelitian berjudul Kewenangan Daerah KabupatenamaPengawasan Pertambangan
Rakyat di Daerah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah di Tengabt&ksi Pertambangan Rakyat
Dalam Undang- Undang No. 3 Tahun 2020 ?
2. Apakah kewenangan pemerintah kabupaten/kotamdddalang pertambangan
sudah
sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 20147

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah
Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yurismatif. Yuridis normatif
adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan blahkemnm utama dengan cara
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asasmhudanta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian imddkatan ini dikenal pula
dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan meanpélaku- buku, peraturan

perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubutegagan penelitian ini.
Dalam penelitian kali ini peneliti jenis pendekatamg digunakan yaitu :

a. Pendekatan Undang-undang (statute approach); Patadekindang-
undang dilakukan dengan menelaah semua undanggindan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum ysedang
ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalanlit@nénukum
normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maugkademis

8 H. M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah daplikasinya, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hig1.6

1117



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 7 Nomor 3, 2023

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach); Peataek
konseptual beranjak dari pandangan-pandangan deminddoktrin
yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mengrefndang-
pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukyreneliti akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-p&agehukum,
konsepkonsep hukum, dan asas-asas hukum relevgardesu yang
dihadapi

2. Sumber Bahan Hukum
Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adakamelitian hukum
normatif, maka sumber bahan hukum dan jenis datg yéggunakan adalah sebagai
berikiut:

1. Bahan Hukum Primer

1) Bahan hukum primer dapat berupa Peraturan dasaD (UU
1945);
2) Peraturan perundang-undangan,;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa :
1) Buku — buku hukum;
2) Jurnal — jurnal hukum;
3) Karya Tulis Hukum

4) Internet

PEMBAHASAN
Peran Pemerintah Daerah Ditengah Eksistenss Pertambangan Rakyat Dalam
Undang-Undang No 3 Tahun 2020

Peran Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pengelgd@agambangan pada
umumnya dan pertambangan rakyat secara khususdiakain sedemikian rupa dalam
Undang-undang Minerba No. 4 Tahun 2009. Beberapeehkangan Pemda yang
diberikan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 pada Undargpgnilinerba yang lama
menegaskan beberapa tugas dan fungsi Pemda aaitasaitu; pembuatan regulasi
daerah, pemberian dan pengoordinasian izin IUP ¢tRR, pembinaan dan

pengawasan usaha pertambangan, penyelesaian koaiarakat.
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Peran pemerintah daerah lainnya yaitu penginvesatsiein, penyelidikan dan
penelitian serta eksplorasi dalam rangka mempeidd¢dn dan informasi mineral dan
batubara sesuai dengan kewenangannya. Pemda delpitikan penyusunan neraca
sumber daya mineral dan batubara serta pengembadaggpeningkatan nilai tambah
kegiatan usaha pertambangan. Pemda dapat mendoecay serta masyarakat pada
bidang usaha pertambangan dalam rangka kelestdngkungan sekitar lokasi
tambang. Fungsi koordinasi juga dapat dilakukataragpemerintah daerah provinsi
dan kabupaten/kota hingga level kementerian terki@tam hal penyampaian
informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum daenelitian serta eksplorasi.
Bahkan adanya kewajiban peran Pemda penyampaianmiai hasil produksi,
penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada pe@erpusat dalam hal ini adalah
Menteri terkait. Hal yang paling penting ialah papasi Pemda untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lalaaca ptambang serta
peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provimEn  pemerintah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolada pertambangan.

Beberapa kewenangan yang diperankan Pemda terg@bana tertuang
dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Minerba No.4 Tahu® 28@h dihapus atau dicabut
oleh pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah ddesalga menjadi perpanjangan
tangan pemerintah pusat dalam hal pendelegasian pghmpahan kewenangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 4 UU Minfgdoa Tahun 2020. Pemerintah
Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberidgzinger berusaha kepada
Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keteperaturan perundang-undangan.
Lemahnya kewenangan Pemda ditegaskan kembaliatnddlU Minerba No.3 Tahun
2020 pada Pasal 4 mengenai hak penguasaan miaarbhtl bara dan Pasal 6 terkait
kewenangan pengelolaan pertambangan dimana kedudetdsabut sepenuhnya
menjadi otoritas pemerintah pusat

Eksistensi perizinan pertambangan rakyat menjadisamr kewenangan
pemerintah pusat sejak legalitas hukum wewenangiBehubah pada Pasal 67 ayat
1 yaitu segala pemberian izin IPR diajukan kepadateri. Kemampuan pemerintah
daerah secara teknis dalam rangka mendorong taggguab Pemda pada Pasal 73
pun telah diubah dalam Undang-undang Minerba N@aBum 2020. Dari aspek
perizinan, pengawasan, pembinaan, penindakan, lodsme lingkungan pasca

tambang (reklamasi), hingga jaminan keselamatankdaahatan penambang semua
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itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal iniutanenjadi ironi, bagaimana
bisa pemerintah pusat dapat mengatur semua itogditernasyarakat penambang kita
yang kehidupannya sangat plural dari satu daeralgashedaerah lainnya memiliki
perbedaan corak budaya.

Pemerintah ditingkat pusat tentu secara teknis @atgpat mengandalkan
pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam raekgh fungsi koordinasi.
Menjadi problem, kewenangan primernya ada padatpasmentara Pemda hanya
menjalankan pelimpahan kewenangan itupun jika ataglegasian atau pelimpahan
kewenangan. Dengan demikian, Pemda hanya difungsikhagai instrument atau
alat koordinasi pemerintah pusat. Masalah mendgaag akan muncul ketidak
efektifan bahkan budaya birokratisasi alur koorsiiryang akan panjang dan berbelit-
belit dalam tata kelola pertambangan rakyat. Meskipktivitas pertambangan juga
dapat menopang kebutuhan hidup masyarakat. Narbafikdproyek-proyek tersebut
terdapat pelaku usaha yang tidak memperhatikanabarlpencemaran yang akan
ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut palaku usaha tidak menerapkan
baku mutu lingkungan dalam melindungi dan mengefmtestarian lingkungan.
Apabila adanya penambangan rakyat yang dilakukagate cara tidak memenuhi
standar prosedur menambang maka hanya Pemerin&t jfang akan melakukan
pengawasan, pembinaan dan penindakan. Permasalahgrakan dihadapai dalam
tataran teknis pemerintah pusat tidak mungkin marbekerja sendirian. Sudah
barang tentu akan melibatkan pemerintah daerahmddial menjaga kualitas
lingkungan hidup yang wilayahnya sedang ditamb&engan berlakunnya Undang-
Undang No. 3 tahun 2020, berimbas juga pada eksisigertambangan rakyat.
Birokratisasi perizinan yang serba terpusat akammipegikan dampak kepada
tambang rakyat. Perizinan tambang rakyat tidak thigerikan oleh kepala daerah,
melainkan permohonan diajukan kepada menteri terkéal ini akan membuat
semakin sulit masyarakat kecil untuk mengajukanzppem. Kendati demikian, ada
beberapa pengaturan yang baru mengenai perizimalpatey rakyat yang diatur di
beberapa Pasal.

Konsekuensi dari itu semua, peran Pemerintah Dadadm aspek regulasi
tidak cukup memliki kewenangan secara langsungkuntelakukan pengawasan,
pembinaan dan penindakan terhadap eksistensi getagan rakyat. Dalam Aspek

teknis tidak dapat serta merta secara langsung andifytindakan hukum apapun
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tanpa adanya instruksi dari Pemerintah Pusat. 8arsoya eksploitasi pertambangan
dilakukan di daerah dan dampaknya akan dirasakagslmg oleh daerah baik itu
dalam konteks dampak kerusakan lingkungan atauit@sipertambangan yang harus
dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Pertambangan Sudah Sesuai
Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Kedaulatan yang terdapat dalam negara kesatuak tidpat dibagi-bagi, bentuk
pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatdalaha sebagai usaha mewujudkan
pemerintahan demokrasi, di mana pemerintahan dadifalankan secara efektif, guna
pemberdayaan kemaslahatan rakyat. Kewenangan g¢edkksanaan pemerintahan daerah,
meliputi kewenangan membuat perda-perdzelfwetgeving) dan penyelenggaraan
pemerintahan yang diemban secara demokratis. Ratiampatau penyerahan wewenang dari
pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom lkhk&alena hal itu ditetapkan dalam
konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikafaree kesatuan itu sendiri. Prinsip pada
negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuladaan tertinggi atas segenap
urusan negara adalah pemerintah pusat, tanpa admmggguan oleh suatu delegasi atau
pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah dakyedd ¢overnment). Pengaturan pelaksana
kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dkamsatau dipancarkan. Jika kekuasaan
negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, damigula sebaliknya, jika kekuasaan negara

dipencarkan maka terjadi desentralisasi.

Pemberian sebagian kewenangan (kekuasaan) kepael@hd berdasarkan hak
otonomi (negara kesatuan dengan sistem desensiglisgtapi pada tahap akhir, kekuasaan
tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. JaeWednangan yang melekat pada daerah
tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu bdatiasebab pengawasan dan kekuasaan
tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerimqgasat. Hubungan pusat dengan daerah di
mana suatu negara kesatuan yang gedecentralipeendrintahan pusat membentuk daerah-

daerah, serta menyerahkan sebagian dari kewenamgakepada daerdfi. Sebelum

° Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kadfialitik dan Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2004), him. 27
% 1pid
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berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tgnRe@merintahan Daerah, yang
mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumberalayatambang adalah pemerintah
pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan, sebbknakunya Undang-Undang 22 Tahun
1999 bersifat sentralistik, artinya segala macansam yang berkaitan dengan pertambangan,
baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuadarpbangan, kontrak karya, perjanjian
karya, pengusahaan pertambangan batu bara, maapgrnainnya, pejabat yang berwenang
memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini addiéenteri Energi dan Sumber Daya
Mineral. Namun sejak berlakunya Undang-undang No2@rTahun 1999, kewenangan
dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintanadagrovinsi, kabupaten/kota) dan
pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangan kevwamgiag Begitu pula sama hingga saat
ini setelah undangundang pemerintahan daerah terdagantikan menjadi Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undarang Nomor 23 Tahun 2014.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasukirergaiia dengan digantikannya
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Undangagndomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Lahirnya Undang-Undang Nom@8r tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dilatarbelakangi oleh adaeyeabai permasalahan yang timbul dari
pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 ahun 2004 setanBeberapa permasalahan yang
terjadi diantaranya lemahnya fungsi gubernur damegumtah pusat dalam melakukan
pengawasan terhadap kabupaten/kota, munculnya rajaja-kecil dengan arogansi
kekuasaannya karena merasa memiliki basis poldikgykuat (dipilih oleh rakyat secara
langsung:* Dengan lemahnya pengawasan dan adanya arogansiseek, memunculkan
berbagai kebijakan yang cenderung melanggar hukam rdelanggar asas-asas umum
pemerintahan yang baik. Kondisi ini terlihat damkth yang ada yaitu tidak sedikit para
kepala daerah terjerat dalam berbagai kasus tipatna korupsi dan pelanggaran hukum
lainny a.tas dasar fakta tersebut di atas, meldhdang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, beberapa urusan péshan pada sektor sumberdaya alam,
yang semula merupakan kewenangan pemerintah kamdata dialihkan menjadi
kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Pengaliligi dimaksudkan agar

penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sekt@kslioh jauh lebih bersih akuntabel,

" Danang Yulleo Eko Bramant, Kajian Yuridis Tentategiatan pertambangan setelah berlakunya Undang-
Undang nomor 23 tahun 2014 tentang PemerintahanraBaeArtikel Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Jember, 2016, him 6

1122



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 7 Nomor 3, 2023

efektif-efisien, dan mampu memberikan jaminan bggaya pelestarian fungsi lingkungan

dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berketatfjuta

Selain semangat desentralisasi, pengelolaan peategah minerba oleh
kabupaten/kota juga atas pertimbangan prinsip ekditas bahwa daerah tersebutlah yang
paling terkena dampak atas urusan yang diaturinrdieemudian menjadikan daerah tersebut
memiliki wewenang untuk mengatur. Namun di satui, sigéewenang tersebut juga
menimbulkan masalah di tingkat kabupaten/kota. R@knanya, implikasi pengambilalihan
kewenangan di bidang pertambangan mineral dan &atubleh pemerintah pusat dari
pemerintah daerah kabupaten/kota menarik untuKitglittarena mineral dan batubara
merupakan salah satu sumber daya alam yang samgding bagi keberlangsungan
pembangunan, begitu pula ketepatan wewenang peagyugang berada di pemerintah pusat

dan/atau pemerintah daergh.

Kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan wilpgagelolaan pertambangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1e), Pdsaydt (1), dan pasal 17 baik tersirat
maupun tersurat bertentangan dengan Pasal 1829y&h), Pasal 33 2, 3 UUD 1945,” Batas
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerahjbasislan diluruskan agar tidak terjadi
publieke overlapping antarlembaga. Sebab, faktdaegjadi overlapping (tumpang tindih)
antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengarepgntah pusat disebabkan kewenangan
konstitusional pemerintah daerah tidak utuh atiurdngi oleh pemerintah pusét.

KESIMPULAN

1. Peran Pemerintah Daerah dalam aspek regulasi tdkRiip memliki kewenangan
secara langsung untuk melakukan pengawasan, pesnbden penindakan terhadap
eksistensi pertambangan rakyat

2. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam peaerbitin pertambangan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014ngr@merintahan Daerah

2 1hid

13 Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksohmplikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di
Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh HetabrPusat (Legislation Implication Of The Takeove
Authority In Mineral And Coal Mining By The Centr&@overnment), Jurnal Legeslasi Indonesia. Vol. I8 N
01 - Maret 2016, him 20-21

1% http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e27f988d2/pengelolaan-pertambangan -kewenangan-
daerah/diakses tanggal 3 Juni 2018
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dibagi antara pemerintah dan pemerintah daerahinmovKewenangan dalam
menerbitkan izin pertambangan berdasarkan konsepowt daerah lebih tepat
apabila dimiliki oleh pemerintah daerah kabupatetak Sebab pemerintah daerah
kabupaten/kota lah yang mengetahui lebih jelasatawa.

Saran

1. seharusnya pemerintah dapat memberikan aspek kegamaecara langsung untuk
melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakanad#rh eksistensi
pertambangan rakyat.

2. Bagi pemerintah daerah, dalam mengambil kebijakaebaiknya lebih
mempertimbangkan dampak positif dan negatif. Pgntia peran serta masyarakat

dalam pengambilan kebijakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA
BUKU

Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kdfaltik dan Hukum, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2004), him. 27

H. M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah darplikasinya, (Yogyakarta:
Total Media, 2013), him.62.

Salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia, (Jakag@wli Pers, 2012), him. 1

Jurnal

Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia. HarmonisBengaturan Kewenangan
Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan MineralrBukgam dan Batuan.Kanun, Jurnal
lImu Hukum, No. 65,Th. XVII (April, 2015), him 20

Dedis Elvalina, Kewenangan Pemerintah Daerah PsoWalam Menerbitkan 1zin
Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28nT2014 Tentang Pemerintahan
Daerah Fakultas Hukum Volume Il Nomor 2, Oktobd20him 3

1124



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105

Universitas Narotama Surabaya
Volume 7 Nomor 3, 2023

Danang Yulleo Eko Bramant, Kajian Yuridis Tentanggkatan pertambangan setelah
berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tgnRemerintahan Daerah, Artikel
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember620in 6

Jemmy Sondakh, Bagi Hasil Investasi Sebagai HakyMdakat Adat Pada Wilayah
Pertambangan Di Era Otonomi Daerah, Jurnal HukursrddnVol. 23/No. 8/Januari/2017,
him
Mahlud MD, Masalah Hubungan antara Pusat dan Daelalam Pargulatan Polltik dan
Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 1988). 185- 186.

Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksonomplikasi Legislasi
Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambanganersl Dan Batubara Oleh
Pemerintah Pusat (Legislation Implication Of Th&daver Authority In Mineral And Coal
Mining By The Central Government), Jurnal Legeslasionesia. Vol. 13 NO. 01 - Maret
2016, him 20-21

Sandry Thendry, Desentralisasi Kewenangan Dalamgderan Usaha Pertambangan
Di Era Otonomi Daerah, Lex et Societatis , Vol.Ng/ 4/Apr/2016, him 45

Website
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perminyakan Iddo nesia

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e27f908d3/pengelolaan-

pertambangan -kewenangan-daerah/diakses tanggal 3Q1L8

1125



